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<p>Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota
Bekas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi. Dengan menganalisis pelaksanaan
pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan akan terlihat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang kota Bekasi. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan.
Simpulan dari hasil penelitian bahwa pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan belum dilakukan secara
optimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pusat perbelanjaan yang tidak memiliki Sertifikat Laik
fungs dan dalam pelaksanaan pengawasan sendiri memiliki hambatan & ndash; hambatan yang dihadapi
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya
sanksi dalam peraturan mengenai SLF dan adanya aktifitas penyuapan kepada pengawas lapangan. Dengan
tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan ini akan berdampak pada hasil laporan pengawasan.</p><hr /><p
style="text-align: justify;">The aim of this study is about the implementation of monitoring shopping center
construction at the Bekasi City by public Works Office and Spatial Planning of Bekas City. By Anayze
implementation of monitoring of that, there will be obstacles faced by the Office of Public Works and
Spatial Planning of the Bekasi City. The theories used include the theory of Monitoring. The conclusion
from the results of study that monitoring of the shopping center construction has not been done optimally,
thisis because there are still many shopping centers that don& rsquo;t have a Certificate of Appropriateness
and in the implementation of monitoring themselves have barriers faced by the Public Works and Spatial
Planning Services such as limited Man Power, there is no punishment in the regulations regarding the SLF
and bribery activities to the field supervisor. Not optimal implementation of this supervision will have an
impact on the results of the supervision report.</p>
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